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GUBERNUK SUII\WESI TENGGAKA
PERATuRANGUBERNIJRSULA\JYESITENGGARA

hIOMOR I l,q TAHUN 2010

TENTANG

rEN AG A 
^Fhbtix$t,i,:ftHs'+f$#ffii' 

D AERAH

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWE$I TENGGARA

Menimbang : a 
:ffi#ll'Lfl:lgffi,,?l3i,i1Eillfl-FIilliiT,ilfiffi
Daerah prolinri'sJr"*.ui ienggira dalam raltgka pelaksanaan

otonomi oa"i"lr teroasa*an [ino.ng-undang Nomor 32 .Talun
2004 tentanl Femerinlan"n Da"ruh rnaka perlu men-eJanfan

Tenaga Ahr Dewan pemrJritan Rakyat Daerah Provinsl

Sulawesi Tenggara;

b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
huruf . t"f" p"rt, n,.n*tafian-Reraturan-Gubernur Sulawesi

Tenggara t"^tJ.g pembcnttikan Tenaga Ahli Dewan Penrakilan

naiiit Daerah Provirrsi Sulawesi Tenggara

uenoino 1 
i;ffiqffifl?:ll1:ffi:??3Hgf1Tn.?i}.ffiqFldj
Tengah OLn 

--Oaerln 
fingiat I $uiawesi Tenggara dengan

menguban"U n Ja ng-u $fl] ri f'f otn ?' :7. Prp' .Tah 
un 1 960 tentang

pembentukan Daerah ririskat I s.ufawisi utara-Tengah dan

Daerah ii.gr"i r suladeii selatan-Tenggara. $e1b1an
Negara nepuunr lndoncsia i.r,rn 199.4 

Nomor 94, Tambahan

Lembarariilil;, R.pubrlik tndonesia Nomor 2687);

2.Undang-undangNomorSTahunlg74tentangPokok-poko(
Kepegawaian (Lembaran- Hegara Republik lndonesia Tahun

1974 Nornor 55, fannUah-in lernbbran Neg.aF . Republik

tndonesia Nomor 30411 
-ienqeaimane Jelah diubah dengan

undang-undang Nornor, 43 Tlnun 1999 (Let!ar1 Negara

Republik 
"tnJoTresia 'iahun 1999 Nomor 169, Tambahatt

Lembaran iit6;Rrprifi[ rnoonesia Nomor 3890) ;
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

l.lomor 125, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia

Nomor Mg7) sebagailnana telah dtta kali diubah teralthir
clengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pr,ruhahan Kedua atas U,rdang-undang Nomor 32 Tahun 2004

teptang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik

lndoneisia Tahrtn 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik lrrdonesia Nomor 4844) ;

Undang-undang Nomct' 27 Tahun 2009 tentang llajelis
Permuiyawaratan Rakyat, Dewan Penvakilan Rakyat, Oewan

Penrakilarr Daerah, dan Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Reputrlik lndonesia Tahun 2009 Nonror 123,

tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor

50a3);

5. Peraturan penrerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Keclurjukan ProtoXcler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Penrakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Len baran

Negar" Republik indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah

cliubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahirn 2OO7 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Talrun 2OO7 Nolnor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik

lndonesia Nomor 4712):

6. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan keuangan Daerah (Lembalan Negara. Republik

lndo-nesia Tattun 2OOS Nornor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lrrdonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerirrtah Nomor 16 tahun 2O10 tentang Pedomarr

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daer'ah

tenting Tata Tertib Dewan Perwakilan Rgkya! Oaerah

if-emOirart Negara Reprrblik lttdonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan lemlaran Nsgara Republik lndonesia Notnor 5l0a) ;

g. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13'fahun 2006 tetttang

Pedoman Pengelolaan l(euingan Daerah se5agaimana telah

diubah dengai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 200-/ ;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun

2008 tentang organisasi dan Tata Keria sekretariat Daerah dan

sekreta,'iat oewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sulawesi

Tenggara ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara l*iomor I Tahun

2008 tentang Pokok-pokok Pengelilaan Keuangan Daeran ;
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i 11. Keputusan f)ewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sutawesi
t Tenggara Nomol' 9 Tahun 2009 tentang Tatra Tertib Dewan

Penrakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTIJSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DEWAI{
PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA.

BAB I

KETENTUA.N UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dirnaksttd dengan :

1. Daerah aclalah Provrnsi $ulawesi Tenggara ;

2.

3.

Pemerintarh Daerah adalah Pemerintah Provirlsi Sulawesi Tenggara ;

Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD aoalah

Dewan Pe rrwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

a

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;

5. pimfrinan DPRD adalah Ketua darr Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi

Tenggara ;

6. Alat Kelengkapan DPRD adalah pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, .Kemisi-
Komisi, gadan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, BaCan Kehonnatan dan Alat

kelengkapan lainnYa ;

T. Fraksi adalah pengelornpokan anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang

memperoleh kursi pada Pemilihan Umutn ;

g. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Penrakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sulawesi Tenggara ;

9. Tenaga Ahli adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan pengalaman

tentang tugas dart wewenang DPRD.

tsAB II

(1)

(2)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

Untuli kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pl'ovinsi

Sulawesi Tenggara dapat diangkat Tenaga Ahli.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada aya! Il)le$edudukan Jibawah dan

bertanggungiawab langsung kepada Sekretaris DPRD' I
h
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(4)
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Tugas dan fungsi Tenaga Ahli DPRD ditetapkan derrgan Keputusan Sekretaris
DPRD.

Tenaga Ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris DPRD.

BAB III

PERSYARA AN

Pasal 3

(1) Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli adalah sebagai berikut :

a. Berpendidikan serendah-rendalrnya strata satu (Sl) dengan pengalaman kerja
minimal 5 (lima) tahun ; untuk strata dua (S2) dengan pengalamarr xeria
mininral 3 (tiga) tahun dan untuk strata 3 (S3) dengan pettgalaman kerja
mininral 1 (satu)'lahun ;

b. Menguasai bidang tugas yang diperlukan ;

c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD';

d. Memiliki kemampuan Substansial rrntuk menganalisa permasalahan dan
memberikan attenrative solusi terkait dengan kewenangan yang dimiliki.

(2) Lulus uji kepatutan yang dilakukarr oleh Pimpinan dan Sekretaris DPRD.

Pasal 4

Pengangkatirn Tenaga Ahli DFRD disesuaikan dengan kebutuhan datt kemampuan
keuangan darerah.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1) Calon Tenaga Ahli mengajukan permohonan kepada Sekretaris DPRD ;

(Z) Sekretaris DPRD meneliti dokumen calon tenaga ahli sesuai persyaratan

sebagairnana dirnaksud dalam pasal 3 :

(Q) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari Sekretaris DPRD telah
memberikan jawaban secara tertulis kepada Calon Tenaga Ahli.

" Pasal ti

(1) Permohonan untuk menjadi tenaga ahli ditolak apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 tidak dipenuhi

(2) Fenolakan permohonan sebagaimana d;maksud pada ayat (1),disampaikan
secara tertulis kepada Pemohon disertai dengan alasan Penolakan/
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Pasa! 7

L !,^--r.^rar.rnd, aksuddalamPasal
baton Tenaga Ahli yang mgTgluhi persyaratan_sebagainrana dimi

3 diangkat oteh S"ft"it-tis OpnO'aiJs per*etujuan Plmpinan DPRD'

Pasal 8

Tenaga Ahli diberhentil"an karena :

a. Meninggal dunia ;

b. Mengundurkan diri ;

c. Merakukan tindak pidana dengan ancaman pidana s 'fahurr atau lebih dan telah

mempunyai ieruatan h'tkum yang tetap ;

d.Tidakdapatnnelaksanakantugasselama3(ti.qa)bulan.

BAB V,* 

HAK KEUANGAN DAN ADI'INIST*^SI

Pasal I

(1) Hak Keuiangan dan Fasiritas Tenaga Ahri-oiberikan setara dengan Tuniangan

Jabatan t,r"tli ri['**6rui npec Privinsi Sulawesi l ettggara'

(2) Daram rangka penyerenggaraan adminislrasi keuangan dalam. pelaksanaail uga'i

Tenaga rrhri ddpat diberika" ;;;G ooii"11no,n Jin"-" aan fasilitas lainnya denga'r

nilai yang, ,"6l5l"ng oip"tul"h llnitarl E'selon ll/b'

Pasal ,lt)

(1 ) pesawai Negeri sipil n*j,il"$31,T:15;: Hlli:lrlT:*i::u:T:[il''xi:' Ja;atan )rganisasinya .sglaTa 
menJaqr I E I

tEO"g"i l)e6awai l'legeri SiPil'

Q\PegawaiNegerisipilyangdiangkatmenjadiTenagaAhlitetapnrenerimagaji' sebagai Pegawai i\egen'

BAB VI

TA TA KERJA

Pasal {1
\ '.,

trlr"nagaAhlidalammelaksanak.?|lug-"Tl."waji!.rnenerapkanprinsipkoordinasi,
integrasr ion;nrronisasi nair oioatam mau'un'oruui lnstansi Pemerintah'

(2)Dalamrangkarnewujudkanprinsipse!1_aimanadirraksud.padqayat(1)Tenaga
Ahtiwaiib ie*ooruin-asi d;;ffi P'mpinan i"n nt'ggota DPnD'/
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BAB VII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 12

(1) pembinaan karler terhadap Tenaga Ahli Serpedoman pada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Yang berlaku

(Z) Tenaga Ahli secara teknis administrasi dar, pembiayaan kepegawaiannya berada

dibawah Sekretaris DPRD.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

ft\' v 
Peratttran Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkatr pengundang?n . Peraturan

Gubernur ihi dengan peiempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.

Ditetapkan di Kendarl
2010

GIJBERNUR I'UESI TENGGARA,

Diundangkan di Kendari
Pada tangglal q-& 2010

SEKRETAIIIS DAERAH PROVINSI
SULAUVESI TENGGARA,

. 
H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DIIERAH PROVIN$I SULAWESI TENGGARA TAHUN 2O1O NOMOR "I!{'

FILE: PER.GUB.PENETAPAN TENAGA AHI.I
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